
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 4 

Provinsi  : Nusa Tenggara Timur 

Pimpinan Sidang 1  : Aldy Kharisma Mardikanto, ST, MSc 

Pimpinan Sidang 2 : Raden Rara Rita Erawati, S.H., LLM 

Notulis Aplikasi : Syahrul Ramadhan 

Notulis Offline : Roseiga Retno Anggarani 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappelitbangda Provinsi NTT 

2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

5. Kementerian Perhubungan 

6. Kementerian Pertanian 

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga 

8. Kementerian Kesehatan 

9. Kementerian Sosial 

1. Direktorat Industri, Pariwisata, dan 

Ekonomi Kreatif 

2. Direktorat Kelautan dan Perikanan 

3. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, 

Pemuda, dan Olahraga 

4. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

5. Direktorat Transportasi 

6. Direktorat Pangan dan Pertanian 

7. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

8. Direktorat Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

9. Direktorat Sumber Daya Air 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

1 Zona Pengelola 

Kebun Raya 

Wolobobo 

(Kantor 

Pengelola, 

Kantor 

Pembibitan Dan 

Bank Biji, Rumah 

Kaca Pembibitan, 

Paranet 

Pembibitan, 

Gedung 

Herbarium) 

 

Kode: 15 

5 0 unit Kabupaten Ngada 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif/ Badan 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif  

 

Ditolak 

Dengan Catatan: 

- Lanjutkan 

koordinasi, 

mengingat 

kegiatan sudah 

siap dari sisi 

lahan dan 

dokumen 

perencanaan 

teknis termasuk 

MoU LIPI (BRIN) 

dan 

Kementerian 

PUPR 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 – Transformasi Ekonomi 
01 – Pendapatan per Kapita Setara 

Negara Maju 

04 – IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Kepariwisataan 

dan Ekonomi Kreatif 

Pengembangan 

Infrastruktur Ekonomi 

Kreatif 

Sarana Bidang Pariwisata, 

Ekonomi Kreatif dan 

Kebudayaan 

001 – Sarana Ruang Kreatif 

yang Difasilitasi 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi NTT:  

- Data dukung sudah disampaikan 

seperti SK dan data dukung lainnya 

dari Kementerian Kehutanan, LIPI, 

PUPR. 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT, Temi: 
- Usulan ini merupakan pariwisata 

minat khusus yang dikaitkan 

dengan kebun raya (bekerja sama 

dengan LIPI - BRIN).  

- Lokasi kebun raya dikelilingi 

spesifikasi kawah, geologi, dan juga 

pembibitan yang dikembangkan 

menjadi bambu berbagai jenis 

- Bibit yang sedang dikembangkan 

menjadi aktivitas persekolahan dan 

penelitian lainnya 

- Pariwisata menjadi tujuan utama 

karena terdapat gunung tertinggi, 

kuliner, jogging track, dll sehingga 

tidak berdiri sendiri. 

- Usulan ini ada kaitannya dengan 

Kementerian PUPR dan BRIN 

- Pernah ada dukungan dari 

Kemenparekraf dengan 

menyelenggarakan festival 

wolobobo. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf):  

- Sudah Diajukan untuk DAK, namun 

tidak lolos Lokpri sehingga harus 

menggunakan alokasi dana lain 

- Tidak bisa diakomodir seluruhnya 

dari dana pemerintah daerah 

- Data dukung sudah siap 

- Belum ada pemberitahuan resmi 

dari Kementerian PPN/ Bappenas, 

apakah ada DAK bidang Pariwisata 

di Tahun 2025 

 
Kemenparekraf: 
- Usulan anggaran Kementerian/ 

Lembaga di Tahun 2025 banyak 

mengalami penurunan, maka untuk 

saat ini usulan ditolak karena 

terkait dengan regulasi dan 

kebijakan Tahun 2025 yang belum 

ada kepastian 

- Kemenparekraf masih mencari 

tahu mekanisme alokasi anggaran 

internal yang terbatas 

- Sementara kami tolak sampai ada 

kepastian terkait DAK di Tahun 

2025 

 
Masukan Pimpinan Sidang 1: 

Dit. Industri, Pariwisata, dan Ekonomi 

Kreatif (IPEK):  

- Seharusnya dari Kemenparekraf 

yang mengusulkan ke 

Kementerian PPN/ Bappenas 

- Kami hanya bisa mengusulkan 

untuk DAK dan belum ada 

kepastian di Tahun 2025 

 
Dit. IPEK, Adel: 
- Hasil diskusi dengan 

Kemenparekraf bahwa sulit untuk 

usulan pembibitan karena bukan 

aktivitas pariwisata 

- Jabarkan kembali aktivitas yang 

dibangun seperti apa dan tusi dari 

Kementerian/ Lembaga lain 

seperti apa  

 
Dit. IPEK, Adel: 
- Mengusulkan untuk diarahkan ke 

Kementerian terkait soal 

Pembibitan dan juga ke direktorat 

terkait di Kementerian PPN/ 

Bappenas 

- Jika aktivitasnya tentang 

pariwisata, maka tujuan ke 

Direktorat IPEK. Namun, usulan ini 

bukan tusi dari direktorat IPEK 

 

- Diarahkan 

untuk DAK 

dengan 

pertimbangan 

bidang, menu, 

dan Lokpri yang 

tersedia 

- Diarahkan 

daerah dengan 

tema pariwisata 

yang dapat 

menjadi Lokpri. 
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Bappeda, Kab. Ngada: 
- Merupakan stu-satunya kebun raya 

di Provinsi NTT dan mendukung 

Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional (KSPN) Labuan Bajo, 

karena salah satu tujuan wisatawan 

labuan bajo ke arah timur 

- Untuk Kebun Raya Wolobobo sudah 

disampaikan bahwa ada fungsi 

khusus lainnya berdasarkan SK 

Menteri.  

- Pariwisata hanya bagian kecil 

sehingga untuk Master Plan (MP) 

dan Detail Engineering Design (DED) 

sudah lengkap. 

- Di Tahun 2022, dana 4 Milyar 

membangun zona penerima dan 

ada UPT Pengelola 

- Karisma Event Nasional dalam 3 

tahun terakhir merupakan dari 

Kemenparekraf 

- Banyak bangunan yang akan 

dilaksanakan, sehingga beberapa 

tahun lalu diharapkan ada MoU dari 

LIPI dan PUPR, Sehingga bisa 

membantu Kabupaten Ngada. Total 

ada 98 Miliar untuk pembangunan 

sendiri. 

- Ada usulan Mou antara Menteri 

dan balai 2 – 3 Tahun lalu, jadi tidak 

- Kabupaten Ngada termasuk dalam 

Integrated Tourism Master Plan 

(IMTP) extension Labuan Bajo dan 

masuk ke dalam Destinasi 

Pariwisata Prioritas (DPP) 

 

Kemenparekraf, Biroren, Indri: 
- Ada aktivitas lain selain DAK fisik 

dan non fisik, Pemda dapat 

mengajukan event yang akan 

diselenggarakan di Provinsi NTT 

- Provinsi NTT termasuk dalam 5 

Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

(DPSP), jadi usulan ini dapat 

diusulkan menjadi Prioritas 

 
Kementerian PUPR, BPIW: 
- Belum pernah menerima usulan 

dari balai atau pemprov 

berdasarkan hasil rakortekrenbang 

atau konreg. 

 

Masukan Pimpinan Sidang 1: 
- Disarankan karena mendukung 

kegiatan pariwisata dan terkait 

dengan IMTP Extension Labuan 

Bajo, maka Dit. IPEK turut 

mendukung koordinasi untuk 

usulan ke direktorat sektor terkait. 

Sekirangan sebagai tindak lanjut 

karena sudah diinisiasi 

Bappelitbangda Provinsi NTT 

 
Dit. IPEK, Adel: 
- Untuk Koordinasi akan kami bantu 

dan dukung. 
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ada alasan bahwa Kabupaten ngada 

tidak melakukan usulan. 

 
BPPW, Provinsi NTT, Taufik: 
- Usulan Kebun raya Wolobobo 

sesuai dengan yang disampaikan 

Bappeda Kab. Ngada bahwa pada 

Tahun 2018 sudah memenuhi 

persyaratan, bahkan untuk tahun 

2025 sudah mengajukan usulan dari 

SIPKP by system. Namun saat 

Konreg Kementerian PUPR tidak 

dibahas, karena nfonya kegiatan 

diarahkan ke Kemenparekraf 

- Diharapkan dapat dipertimbangkan 

kembali usulannya 

 
Masukan Pimpinan Sidang 1: 
- Dit. IPEk dapat membantu 

Koordinasi karena kegiatannya 

berupa pariwisata dan sudah ada 

legal standing, serta Pemda sudah 

siap dan berkontribusi membangun 

Kawasan. 

- Mengingat usulan ini termasuk 

Kawasan pendukung pariwisata 

Labuan Bajo 

- Mohon bantuan untuk 

dikoordinasikan dan jika 

Kemenparekraf tidak bisa 
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mengakomodir dapat dibantu untuk 

direktorat sektor lain. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

2 Pengembangan 

Kawasan Wisata 

Pantai Kota Raja 

 

Kode: 21 

5 0 Paket Kabupaten Ende 

Kementerian Pariwisata dan 

ekonomi Kreatif/ Badan 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

Ditolak: 

Dengan Catatan: 

- Dapat langsung 

ke BPPW, 

BPIW, dan 

CIpta Karya 

agar 

mendengar 

usulan dan 

menentukan 

langkah terbaik 

untuk usulan 

- Dit. IPEK 

membantu 

koordinasi 

terkait dengan 

usulan 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 – Transformasi Ekonomi 
01 – Pendapatan per Kapita Setara 

Negara Maju 

04 – IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Kepariwisataan 

dan Ekonomi Kreatif 

Pengembangan 

Infrastruktur Ekonomi 

Kreatif 

Saran Bidang Pariwisata, 

Ekonomi Kreatif, dan 

Kebudayaan 

001 – Sarana Ruang Kreatif 

yang Difasilitasi 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappelitbangda, Provinsi NTT, Temi: 
- Pengembangan Pantai Kota Raja 

merupakan bagian dari 

pengembangan wisata Flores dan 

Ende yang merupakan KSPN 

Kelimutu, sehingga diarahkan untuk 

menjadi spot pariwisata dalam 

kota.  

- Adapun usulan ini berkaitan dengan 

situs Bung Karno dan situs lainnya 

di Kota Ende 

- Sudah ada kelengkapan yang telah 

disiapkan dari Kota Ende. 

Kemenparekraf, Faruk: 
- Provinsi NTT pernah mendapatkan 

DAK Fisik bidang Pariwisata Tahun 

2021, namun tidak khusus di Kota 

Raja saja.  

- Pantai Kota Raja merupakan salah 

satu destinasi yang tematiknya 

adalah kebangsaan, karena ada 

situs dan event terkait dan destinasi 

alam Kelimutu juga 

- Dinas pariwisata telah siapkan 

Master Plan dan lainnya untuk 

pengembangan Kota Raja 

- DAK Tahun 2025 belum bisa 

menjanjikan apakah akan lanjut 

atau tidak. 

- Kami mohon dapat diakomodir di 

Kementerian terkait. 

 

Kementerian PUPR, BPIW: 
- Pantai Kota Raja belum pernah 

mendengar usulannya dan tidak 

dibahas di Konreg. 

 

Direktorat IPEK, Adel: 
- Kami sesuaikan dengan 

Kementerian Parekraf, karena 

memang Kemenparekraf tidak 

memiliki tusi membangun fisik.  

 

- Dirahkan ke 

dalam DAK 

dengan 

membertimban

gkan bidang, 

menu, dan 

Lokpri yang 

tersedia. 

- Diarahkan 

untuk bidang 

pariwisata 

dapat menjadi 

Lokpri dalam 

bidang terkait 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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3 Peningkatan 

SPAM IKK Lewa 

 

Kode: 27 

100 100 Liter/ Detik 
Kabupaten Sumba 

Timur 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 – Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

02 – Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 – Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Pemukiman 

005 – Perluasan SPAN 

Kabupaten/ Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT: 
- Sistem Pengembangan Air minum 

(SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) 

Lewa merupakan usulan dari Balai. 

- Untuk kelembagaan dikelola PDAM 

atau perusahaan daerah air minum 

dengan kapasitas 30 Liter/detik 

secara gravitasi. 

- Dikhususkan untuk 95 rumah 

tangga yang belum teraliri air 

bersih. 

- Mendukung percepatan pulau 

sumba terkait dengan air.  

 

Kementerian PUPR, BPIW: 
- RC sudah lengkap sesuai Rakortek, 

namun yang menjadi perhatian 

adalah terkait kelembagaan 

apakah sudah siap atau belum. 

 
Kementerian PUPR, BPIW: 
- Pastikan di Tahun 2025 semuanya 

sudah siap 

 
Kementerian PUPR, BPIW: 
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BPPW, Provinsi NTT, Lily: 
- Terkait dengan SPAM IKK Lewa, RC 

sudah hampir lengkap kecuali DED 

yang sedang direview kembali 

sesuai dengan kondisi sekarang. 

- Kelembagaan Perumda sudah 

cukup lama berjalan dengan 

kategori sehat. 

- Tenggat waktu kelengkapan RC 

adalah di Tahun 2025, perhatikan 

untuk kelengkapan DED. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

4 Pembangunan 

SPAM " Balang 

Jir" Pantar 

Tengah untuk 

melayani 5 

Kecamatan di 

Pulau Pantar 

(Kec. Pantar, 

Pantar Timur, 

Pantar Tengah, 

Pantar Barat, 

Pantar Barat 

Laut) 

 

Kode: 3 

1 1 Paket Kabupaten Alor 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Dengan catatan 

RC sudah siap dan 

sesuai dengan 

kondisi lapangan. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 – Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

02 – Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 – Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

001 – Pembangunan SPAM 

Kabupaten/ Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappelitbangda, Provinsi NTT: 
- SPAM ada di Kabupaten Alor dan 

lokasi berada di Pulau Pantar yang 

merupakan daerah persiapan 

Kabupaten Pantar. 

- Dari segi teknis rencana sasaran 

untuk 6 desa, RC, dan DED sudah 

siap, namun perlu ada revisi RAB. 

- Status tanah sedang berproses 

- SPAM jaringan sudah ada di 3 desa 

dengan 2 desa dari sungai, 1 mata 

bor, dan 3 air hujan. 

 
BPPW, Provinsi NTT, Lily: 
- Bukan 6 desa untuk lokasi Pantar 

Tengah, namun ada 7 desa. 

- Kabupaten Alor sebagai pulau – 

pulau kecil terluar dan kota 

Kalabahi sebagai Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN) di NTT   

Kementerian PUPR, BPIW, annisa: 
- Jika review untuk revisi RAB dan 

lahan bisa diselesaikan dalam 

jangka waktu yang ditentukan dan 

sudah ada kelembagaan, 

selanjutnya kami akan 

menyerahkan ke BPPW untuk 

dapat melakukan review RC dan 

diteruskan untuk di tahun 2025. 

Dit. Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Perkim), Kementerian 
PPN/ Bappenas: 
- Lokasi yang ada merupakan daerah 

pulau kecil terluar yang masuk ke 

intervensi prioritas pembangunan 

SPAM 

- Kabupaten Alor sendiri GAP 

capaian dan indeks akses air bersih 

yang masih rendah, oleh karena itu 

apabila RC sudah siap maka akan 

dilakukan pembangunan di tahun 

2025, selain itu akan kami 

rekomendasikan juga untuk masuk 

prioritas. 

- Usulan ini sebenarnya belum 

masuk ke long list Kementerian 

PUPR, namun kami akan 

monitoring di trilateral meeting 

selanjutnya 

- Provinsi NTT banyak melakukan 

usulan kegiatan air minum untuk 

inpres dan lainnya, sehingga akan 

kami monitorin ulang di trilateral 

meeting ke depannya. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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5 Peningkatan 

IPPA SPAM 

Waemese I 

(Benteng Jawa)  

 

kode: 30 

 

40 40 Liter/detik 
Kab. Manggarai 

Timur 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

Diakomodir 

Dengan catatan:  

- Melihat Lokpri 

yang akan 

diintervensi di 

Tahun 2025 

- Manggarai 

Timur menjadi 

Lokpri dengan 

mempertimban

gkan pariwisata 

ITMP yang 

perlu didukung 

sarpras seperti 

air minum 

 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 – Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

02 – Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 – Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum Yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

001 – Pembangunan SPAM 

Kabupaten/ Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- RC sudah lengkap karena 

merupakan kolaborasi dengan balai 

dan diharapkan di tahun 2025 bisa 

terbangun. 

- Posisi ada di Manggarai Timur. 

- Daratan flores menjadi patokan 

ITMP untuk pengembangan 

- Isu pembangunan di manggarai 

barat di tahun 2024 menuju tahun 

2025 diharapkan bisa 

dimaksimalkan karena belum tentu 

ada lagi. 

Kementerian PUPR, BPIW, Annisa: 
- Jika RC sudah siap dan dalam 

tenggat waktu sudah selesai maka 

dapat direkomendasikan 

Dit. Perkim, Fliza: 
- Capaian kegiatan (jaringan pipa) ini 

di manggarai timur sudah di atas 

capaian nasional  

- Dalam longlist kegiatan 

Kementerian PUPR memang SPAN 

belum masuk atau tidak ada baik 

dari konsultasi regional atau list 

yang ada pada kegiatan itu sendiri, 

khususnya di Tahun 2024 dan 2025. 

- Pada Tahun 2024 banyak intervensi 

di Provinsi NTT untuk air minum. 
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- Target pertumbuhan ekonomi dan 

menyelesaikan kantong kemiskinan 

di Provinsi NTT 

 
BPPW, Provinsi NTT, Lily: 
- Sehubungan dengan peningkatan, 

berarti sudah ada RC pada data 

sebelumnya sehingga perlu 

dilengkapi kekurangannya seperti 

Lembaga pengelolanya terdapat 

blud. Adapun untuk manggarai 

barat masih perumda. 

- Perlu review lagi untuk RC yang 

menyesuaikan dengan kondisi 

sekarang karena ada peningkatan. 

 
Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- Kami melihat kembali jika RC 

dilakukan oleh kementerian, maka 

aka nada anggaran yang keluar dan 

hal itu diharapkan dapat dijadikan 

prioritas dengan memperhatikan 

langkah sebelumnya 

- RC sudah terpenuhi untuk menjadi 

patokan kegiatan berikutnya. 

- Ada catatan penting bahwa kita 

memiliki Green Infrastructure 

Initiative (GII) namun tidak sampai 

ke manggarai timur. GII tersebut 

- Untuk Tahun 2025 air minum yang 

masuk longlist lumayan banyak dan 

intervensi yang dilakukan 

- Kedepannya akan ada loan green 

infrastructure initiative.  

- Manggarai timur belum menjadi 

prioritas dan masih banyak 

kabupaten/ kota lain yang ingin 

diintervensi baik dari GAP yang 

tinggi atau dari pembangunan SPAM 

yang belum ada, maka mungkin 

untuk lokasi SPAM bisa dibahas 

lebih lanjut untuk melihat lokasi 

prioritas yang akan diintervensi id 

tahun 2025. 

- Mengingat RC nya sudah siap untuk 

tiap kegiatan, jadi dapat diakomodir 

dengan catatan Lokpri ini masuk di 

tahun 2025 atau tidak. 

- Anggaran di CK untuk setiap 

kementerian ada pemotongan dan 

lumayan besar di Tahun 2024. 

- 12 kegiatan di NTT sudah siap RC 

nya, secara sektor ingin melihat 

lokasinya 

- Terdapat GAP dan manggarai timur 

sudah ada di atas capaian nasional 

yaitu 19,76%. 
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ada di manggarai barat, kota 

kupang, dan kabupaten kupang. 

- Untuk manggarai timur sudah 

sangat tergantung di Kementerian 

dengan memperhatikan RC. 

 
Catatan Pimpinan Sidang: 
- Dengan adanya kendala 

pembiayaan, maka ada prioritas 

dengan melihat GAP dan untuk 

manggarai timur sendiri GAP nya 

cukup atau tidak. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

6 Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

wilayah 

permukiman 

relokasi Banjir 

Bandang dan 5 

Desa di 

Kecamatan Ile 

Ape 

 

1 1 Paket Kab. Lembata 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

rakyat 
Diakomodir 

Dengan catatan 

akan dimonitoring 

dan disampaikan 

ke kelembagaan 

terkait apakah 

benar sudah 

sesuai 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

001 - Pembangunan SPAM 

Kabupaten/Kota 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
Kode: 4 Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Sudah ada 11 item yang diberikan 

dan RC sudah siap 

- Posisi kesiapan 95% 

- Berharap untuk kecamatan Ile Ape 

bisa dilakukan di tahun depan 

- Jaringan menuju 5 desa rusak akibat 

bencana seroja sejak tahun 

2021/2022 

- Jika terkait fiskal yang terbatas, 

mungkin bisa diperiksa beberapa 

hal sesuai yang kami sampaikan 

sebelumnya 

 
BPPW, NTT, Lily: 
- Terkait dengan SPAM di Lembata, 

sebenarnya usulan sudah masuk 

longlist dari Tahun 2020/2021 dan 

sambil berjalan untuk melengkapi 

RC (sudah cukup lengkap) 

- Kelembagaan Perumda berjalan 

baik 

 

BPPW, NTT, Lily 
- Sebelumnya Lembata Masuk ke 

dalam inpres, namun lokasi berada 

di Kota 

-  Direktorat Perkim , Fliza: 
- Jika lokasi SPAM yang terkena 

bencana akan jadi prioritas bahwa 

memang harusnya sudah ada SPAM 

atau hancur, maka akan jadi 

intervensi di tahun 2025. Terlebih 

lagi masuk dalam longlist di tahun 

2020/2021 

- Untuk kegiatan ini bisa 

diakomodasi, namun harus pasti 

sudah pernah dibangun, makan 

jelas air baku dan lokasi 

- Lahan dan izin perlu dipastikan 

kembali apabila ada yang berubah 

serta BNBA nya 
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- Untuk RC sudah lengkap (kemarin 

baru melakukan upload Jastek) 

 
Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- Longlist Tahun 2020/2021, 

diharapkan jadi perhatian 

Kementerian PUPR dan ini sudah 

menjadi hal yang harus dibereskan 

akibat bencana 

- Masyarakat yang susah akibat 

bencana akan bertanya terus ke 

Pemda Kabupaten dan Provinsi 

- Kurang lebih anggaran 60 milyar 

kebutuhan yang ada bisa 

direalisasikan . 

 
Bappeda, Lembata: 
- Pada bencana seroja 

direkomendasikan 1 kecamatan 

untuk pindah lokasi sesuai usulan 

kami 

- Sudah dibangun 3 kawasan 

pemukiman untuk menampung 

Kecamatan Ile Ape 

- Pada daerah tersebut tidak ada air 

tanah sama sekali, sehingga 

menggunakan sumur air payau atau 

membeli dengan harga 350 ribu per 

tangki 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
- Berkaitan dengan is tersebut, maka 

harus dibangun apalagi usulan 

sudah dari Tahun 2020 dan ini 

lokasi yang searah dengan 

Pemukiman. 

- Lokasi pindah ini adalah Kawasan 

kosong yang dihibahkan oleh 

masyarakat umum dan dalam satu 

struktur budaya yang sama 

sehingga mereka pindah ke lokasi 

tersebut. 

- Lokasi sudah diresmikan presiden 

dan rumah sudah sibangun, yang 

kurang adalah air 

- Dalam usulan kami in kebetulan 

satu jalur dengan 5 desa dan 

melewati 3 pemukiman. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

7 Peningkatan 

Ruas Jalan 

Nggelak – Seda 

Kabupaten Rote 

Ndao 

 

Kode: 1 

4,2 0 𝐾𝑚2 Kab. Rote Ndao 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak: 

Dengan catatan 

akan dimasukkan 

ke dalam DAK dan 

alternative masuk 

Instruksi Presiden 

Jalan Daerah (IJD) 

atau kebijakan 

jalan daerah 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 
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Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Pelaksanaan Preservasi dan 

Peningkatan Kapasitas Jalan 

Nasional 

Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat (Jalan) 

003 - Pembangunan Jalan 

Strategis (ProPN) 

lainnya apabila 

ada SIPA maka 

bisa diprioritaskan 

(P1) 
Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- Usulan kami untuk menu 

pelaksanaan kegiatan preservasi 

dan peningkatan jalan nasional 

(hanya ini yang tersedia) 

- Kami minta untuk ruas jalan 

berikut, RC yang ada diantaranya 

DED, RAB, dan Feasibility Study (FS). 

- Koordinasi dengan BPKP dan 

ditanya Outcomenya, sehingga 

untuk ruas ini untuk Kawasan 

strategis ini ada pertanian dan 

perkebunan termasuk hasil 

produksi jadi serratus sekian ton 

- Tingkat kemiskinan Rote tinggi, 

sehingga skema pembangunan bisa 

dilihat pembangunannya 

- Di satu sisi, jalan ruas ini 

merupakan poros dari beberapa 

kecamatan di Rote, Kawasan 

pariwisata titik nol dan Kawasan 

terselatan yang perlu dilihat. 

- Rapat dengan BPIW dan ada skema 

nya ada 3T ini 

Kementerian PUPR, Bina Marga, Rido; 
- Untuk ruas jalan diusulkan mas uke 

inpres jalan daerah, karena secara 

verifikasi sudah memenuhi kriteria. 

- Namun sampai sekarang belum 

diprogramkan, karena ada 

keterbatasan fiskal sehingga kita 

masih fokus di ruas jalan lain. 

- Untuk nggelak merupakan prioritas 

dan secara teknis memang 

memverifikasi usulan baik dari 

balai atau direktorat terkait, 

namun ini cukup berat karena ada 

keterbatasan fiskal karena banyak 

usulan inpres lainnya 

- Jika dapat diangkat di DAK maka 

dapat dibahas lebih lanjut untuk di 

DAK 

 
Kementerian PUPR, Bian marga, Rido: 
- Inpres memang ada dukungan 

namun ada kendala fiskal dan 

belum tahu apakah berlanjut di 

pemerintahan selanjutnya 

Direktorat Transportasi, Falian: 
- Kami memahami aspek strategis 

yang mendukung beberapa potensi 

wisata maupun pertanian dan 

perkebunan di Rote Ndao, namun 

ruas ini adalah kewenangan 

Kabupaten dan pada forum 

sebelumnya ruas ini dialihkan ke 

DAK. 

- Untuk Inpres sudah selesai di Tahun 

2024, kedepannya dari pemerintah 

pusat membantu jalan kabupaten 

atau provinsi , namun masih dalam 

pembahasan apakah inpres akan 

dilanjut atau tidak 

- Prinsipnya kami mendukung, karena 

ada beberapa donor untuk 

membantu peningkatan jalan 

daerah 

- Diarahkan ke mekanisme DAK yang 

sedang dalam pemabhasan Lokpri 

 
Direktorat, Transportasi: 
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- Merupakan jalan kewenangan 

kabupaten 

- Secara teknis jalan rusak berat dan 

masih tanah 

- Tidak masuk Inpres 2023/2024, 

sehingga diharapkan masuk di DAK 

pada saat di forum sebelumnya. 

 
Bappelibangda, NTT, Alfons: 
- Ada dua sumber pendanaan dari 

forum sebelumnya, yaitu Inpres 

jalan daerah dan DAK 

- Kita harus putuskan jika usulan ini 

termasuk dalam lokpri kriteria 

dalam DAK (perlu diperiksa inpres 

di 2025 bisa masuk ke P1) 

 
Bappelitbangda, NTT, Alfons 
- Catatan penting: 

IJD merupakan isu yang ada di 

Tahun 2023/2024 

Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah 

(SIPA) untuk usulan jalan daerah 

berupa fiskal terbatas dan dapat 

diperiksa ruas mana yang bisa 

selesai 

- Dinamika DAK Rote ini takutnya 

akan menjadi 4T (Terlupakan) 

- DAK ini kriterianya dinamis 

- Kita belum tahu skema jalan 

daerah selanjutnya seperti apa. 

- Inpres sendiri masih belum tahu 

apakah akan menggunakan inpres 

atau skema lain 

- Diprioritaskan namun dengan 

skema penanganan jalan daerah 

lainnya karena tergantung 

pemerintah kedepannya 
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- Kami berharap dapat menjadi P1 

untuk IJD dan DAK, karena kriteria 

harusnya langsung masuk karena 

merupakan wilayah paling selatan 

Indonesia. 

 
Bapeplitbangda, NTT, Alfons: 
- Inpres Jalan daerah semua provinsi 

dan kabupaten pasti akan meminta 

ke depannya. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

8 Peningkatan 

Jalan Gollu 

Loloka - Lomana 

Padaka 

Kabupaten 

Sumba Barat 

 

Kode: 5  

5 0 𝐾𝑚2 Kab. Sumba Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Ditolak: 

Dengan catatan 

akan dimasukkan 

ke dalam DAK dan 

alternative masuk 

Instruksi Presiden 

Jalan Daerah (IJD) 

atau kebijakan 

jalan daerah 

lainnya apabila 

ada SIPA maka 

bisa diprioritaskan 

(P1) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Pelaksanaan Preservasi dan 

Peningkatan Kapasitas Jalan 

Nasional 

Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat (Jalan) 

003 - Pembangunan Jalan 

Strategis (ProPN) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- Jalan Kabupaten secara RC sudah 

siap dan sudah ada RAB dan DED 

- Akses untuk mengembangkan 

pariwisata di hotel nihiwatu bisa 

menjadi perhatian 

- Jalan integrasi ini diharapkan ada 

pengembangan secara outcome 

yang menjadi penting 

- Master plan pulau sumba sudah ada 

dan diharapkan jalan ini dapat 

diakomodasi 

- Harapannya masuk ke DAK untuk 

meningkatkan akses dan juga 

terdapat pertanian dan food estate 

termasuk untuk layanan dasar 

sekolah dan mendorong 

produktivitas peternakan di lokasi 

- Tingkat stunting di Sumba Barat 

cukup tinggi. 

- Kami sering menjelaskan outcome 

terutama untuk mengatasi 

kemiskinan termasuk sektor akses 

darat 

- Terdapat 34 kepala keluarga yang 

termasuk miskin ekstrem 

- Ruas jalan ini juga terkoneksi jalan 

provinsi melalui pinjaman PT. SMI 

- Kita berharap perkampungan dapat 

dilihat termasuk dengan akses ke 

pelabuhan laut 

Kementerian PUPR, RIdo: 
- Sumba barat selain beban IJD besar 

saat pembahasan Tahun 

2023/2023, sumba barat hanya 

mampu memprogramkan untuk 1 

ruas yaitu dokaka tarobo 

- Untuk gollu merupakan prioritas 

kedua dengan kebutuhan sekitar 

16 Milyar 

- Secara prioritas memang ada 

intensi untuk menangani di sana, 

karena keterbatasan man power 

maupun fiskal, jadi tidak masuk di 

Tahun 2024. 

- Untuk tahun 2025 belum diketahui 

dan bisa diusulkan untuk masuk ke 

skema jalan daerah lainnya yang 

akan muncul setelah ada kepastian 

pemerintah selanjutnya atau 

menggunakan mekanisme DAK 

Dit. Transportasi, Falian: 
- Kewenangan kabupaten yang 

terhubung dengan jalan provinsi 

- Jalan ini juga diusulkan di INpres 

namun seperti yang telah 

disampaikan, bahwa ada 

keterbatasan fiskal maka ada 

prioritas lainnya 

- Kami usulkan di DAK maupun 

skema jalan daerah lainnya di 

pemerintahan selanjutnya. 

- Kami meminta untuk upload surat 

terkait pernyataan menerima 

hibah dan mekanisme sedang 

dibahas lebih lanjut oleh kami 
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- Mekanisme tahapan musrenbang 

ini dinamikanya terus terhadap 

usulan daerah. 

- IJD ini dinamikanya pasti banyak, 

jangan sampai muncul ruas jalan 

lain akibat dari kepentingan lain 

- Diharapkan dari forum ini akan 

menjadi P1 untuk usulan jalan di 

Tahun selanjutnya 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

9 Pembangunan 

Air Minum 

Lowomeli 

Kabupaten 

Nagekeo 

 

Kode: 6 

1 0 paket Kab. Nagekeo 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak 

Karena kesiapan 

RC yang 

sepenuhnya 

belum terpenuhi 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

001 - Pembangunan SPAM 

Kabupaten/Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Persentase air minum layak dan 

aman 

- SPAM masih jauh, sehingga hal itu 

yang membuat GII masih ke NT 

- Hampir semua Kabupaten di NTT 

memiliki tingkat kemiskinan dan 

stunting yang tinggi berdasarkan SKI 

dan IPM 

- Sektor prevalensi stunting menjadi 

penting berhubungan dengan 

usulan air yang perlu diselesaikan 

dengan cepat 

- Banyak usulan kami yang belum 

lengkap 

- Di satu sisi berdasarkan hasil 

koordinasi, RC menjadi perhatian 

dan usulan ini dapat terselesaikan 

dalam waktu cepat 

 
BPPW, Provinsi NTT, Lily: 
- Usulan datang dari Kabupaten dan 

sudah menyiapkan RC kecuali untuk 

informasi kesiapan lahan dan izin 

pemanfaatan air baku 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Di sini ada bendungan Mbay dan 

sudah ada 11 item RC. 

-  Direktorat Perkim, Filza: 
- Usulan ini tidak masuk dalam long 

list Kementerian PUPR, namun 

butuh konfirmasi kembali apakah 

RC sudah siap, karena 

pembangunan dari aspek bahan 

baku, lahan, perizinan, pelanggan 

yang menggunakan sudah terdaftar 

by name by address (BNBA) 

 
Direktorat Perkim, Filza: 
- Diarahkan ke kegiatan yang sudah 

siap RC  

- Pastikan untuk di lapangan dan 

lembaga yang sebaiknya sehat 

- Sementara ada RC yang memiliki 

kendala seperti lahan dan izin 

pemanfaatan air 

- Pembangunan dari hulu ke hilir 

(intake sampai connection), 

sehingga masyarakat dapat 

merasakan output atau outcome. 

- Pada pembahasan konsultasi 

regional, usulan ini tidak dibahas 

dan tidak masuk long list.  
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- Semua sudah terpenuhi kecuali DED 

yang masih berproses 

 
Bappeda, Kabupaten Nagekeo: 
- Data pendukung sudah lengkap 

untuk MP dan Rencana Induk 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(RISPAM) 

- Kami sudah mengganti rugi lahan 

dan dilakukan appraisal sekaligus 

untuk jalur transmisi ke Kota Mbay.  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

10 Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

Kabupaten 

Malaka 

 

Kode: 9 

1 0 Paket Kabupaten Malaka Kementerian Perhubungan 

Ditolak 

Karena ada 

pertimbangan 

teknis dan RC 

yang perlu di-

review lebih lanjut 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara 

Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Pelayanan Transportasi 

Laut 

Sarana Bidang Konektivitas 

Laut 

001 - Kapal Laut Prioritas 

Nasional 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Kabupaten Malaka perbatasan 

dengan Timor Leste 

- Kita telah melakukan koordinasi 

dengan Kabupaten, jika pelabuhan 

ini tersedia maka akan menjadi 

penyokong arus barang dan jasa 

malaka, serta dengan jarak 5 Km 

dengan Posa Lintas Batas Negara 

(PLBN) Motamasin. 

- Usulan ini sangat strategis dalam 

upaya sektor aksesibilitas kelautan 

dan secara hirarki melalui 

keputusan Menteri untuk Rencana 

Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 

- Kami berharap pelabuhan 

setidaknya bisa menjawab alasan 

akses yang diperlukan dengan LBN 

Motamasin 

- Pelabuhan ini dapat menolong 

proses terjadinya arus barang dan 

jasa yang diakomodir baik dari luar 

NTT melalui pintu masuk Malaka, 

sekaligus pelabuhan dan pangkalan 

dan pendaratan ikan yang 

terintegrasi di Kabupaten Malaka 

- Dulu Kabupaten Belu dan 

Kabupaten Malaka menjadi satu, 

namun sekarang sudah terpisah. 

 
Bappeda, Kabupaten Malaka: 

Kementerian Perhubungan: 
- Setuju dengan direktorat 

transportasi 

- Perlu koordinasi terkait lokasi dan 

perlu direview kembali RIP dan 

RIPN nya  

- Kesiapan lahan perlu dilihat 

kembali dan melihat keterbatasan 

fiskal 

- Izin untuk sementara belum dapat 

diakomodir 

 
Kemenhub, teguh: 
- Pelabuhan ini memang FS nya 

dilaksanakan oleh Pemda dan kami 

belum memperoleh dokumen FS 

nya, sehingga perlu review 

pendalaman lagi oleh Dirjen 

Perhubungan Laut. 

- Pelabuhan ini posisinya 

menghadap pelabuhan hindia dan 

waktu operasionalnya kecil 

beberapa bulan dan keamanan 

pelayaran gelombang samudera 

tinggi, sehingga kami akan 

perhitungkan secara teknis kembali 

- Kami mencoba untuk menghindari 

pembangunan break water, maka 

akan menjadi beban finansial yang 

tinggi karena biaya dari breakwater 

tersebut juga tinggi 

DIrektorat Transportasi, Aida: 
- Sudah sesuai dengan yang 

disampaikan Pemerintah Daerah, 

merujuk pada Rakortek sudah ada 

di RIPN namn lokasinya masih di 

Kabupaten/ Kota Belu 

- Perlu perbaikan dulu RIPN nya 

terkait Kabupaten 

- Rencana Induk Pelabuhan (RIP) 

belum ada dan belum siap untuk 

pelabuhan ini berdasarkan catatan 

rakortek kemarin, sehingga dari 

kami sebetulnya mendukung karena 

masuk ke daerah tertinggal, namun 

tetap harus dipenuhi RC nya. (kami 

butuh konfirmasi seperti apa RIP 

nya?) 

- Kesiapan lahannya seperti apa? 

 
Direktorat Transportasi, Aida: 
- Perlu ada revisi RIPN yang direview 

oleh Kemenhub 

- Untuk RC harus memenuhi FS, DED, 

dan RIP. 

- Jika belum ada RIP dan lahannya 

belum siap, maka kami akan 

konfirmasi dulu ke Kemenhub 

 
Direktorat Transportasi, Akmal: 
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- Posisi lahan untuk pembangunan 

hasan maubesi sudah tersedia dan 

jalan masuk jalannya sudah ada 

tinggal peningkatan saja 

- Terkait dengan RC yang sudah FS 3 

– 4 tahun lalu 

- Terkait dengan RIPN perluasan di 

RTRW sudah masuk RIPN dan hanya 

penamaan saja di Kabupaten Belu, 

namun sebenarnya posisi ada di 

Kabupaten Malaka 

- Lahan masuk ke dalam cagar alam 

terkait pelabuhan ini ada 

pembangunan baru 

 
Bappelitbangda, NTT, ALfons: 
- Kita memiliki FS dan dapat menjadi 

referensi untuk melihat hal yang 

berkaitan dengan RC, sehingga 

beberapa catatan tadi termasuk 

informasi kesiapan lahan atau 

sertifikasi bisa jelas 

- RIngkasan FS: 

a. Lokasi lahan ada beberapa 

catatan yang menggambarkan 

posisi hasan maubesi 

b. posisi FS yang diminta Kemenhub 

sebagai syarat baku untuk 

membangun 

c. FS terlihat bagaimana posisi 

RTRW untuk zona wilayah provinsi 

- Ada pelabuhan terdekat yaitu 

atapupu dan ataweni yang telah 

beroperasi dan operasionalnya 

cukup baik selama 12 bulan, 

sehingga lebih baik jika 

menggunakan pelabuhan yang ada 

dan kondisi keamanan dan 

keselamatannya bisa terjamin. 

- Kami sudah menangkap bahwa 

usulan ini ditolak 

- Banyak RC yang perlu dipenuhi 

- Untuk FS dibuat oleh Pemda dan 

akan di-review Kemenhub 

- Kami berharap rekan perhubungan 

laut mereview dan mengarahkan 

lebih lanjut 

- Kami sarankan ditolak dengan 

catatan tadi yang disampaikan. 
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dan cari catatan yang ada RIP untuk 

pelabuhan ini sudah disebutkan 

melalui pengembangannya dalam 

RIPN 

d. Terletak di Kabupaten Belu, 

namun sekarang di Malaka 

e. Progress penilaian lingkungan 

untuk diketahui sebagai syarat RC 

untuk pembangunan pelabuhan 

dapat dilihat dalam FS yang dimiliki 

terkait RTRW, RIP, dll. 

 

Bappelitangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Harusnya FS sudah diterima karena 

sudah dikerjakan beberapa tahun 

lalu 

- Catatan strategis terkait posisi 

dekat samudra hindia kami terima, 

namun dapat diperiksa lagi FS nya 

bahwa ada catatan penting kita di 

daerah apakah dapat terbangun 

atau tidak 

- Catatan lainnya adalah pelabuhan 

atapupu di sisi yang berbeda. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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11 Pembangunan 

IPLT Kota 

Kupang 

 

Kode: 29 

1 1 Paket Kota Kupang 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Namun perlu 

dikomunikasikan 

tentang kesiapan 

RC. Untuk tahun 

2025 masih 

berproses karena 

ada forum 

trilateral meeting 

terkait dana untuk 

melihat apakah 

masuk di 

anggaran Tahun 

2025 

 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

004 - Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

Setempat Skala Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT: 
- Ada dukungan GII 

 
BPPW, Provinsi NTT, Lily: 
- RC lengkap 

- Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur 

Tinja (IPLT) ini bersebelahan dengan 

TPA, dimana kondisi TPA 

sebenarnya dengan kondisi yang 

darurat. 

- Kondisi sampah dan TPA Kota 

Kupang mengalami bencana 

kebakaran tahun lalu 

-  Direktorat Perkim, Dita: 
- Melihat dari catatan saat Rakortek 

hal ini dibahas lebih lanjut 

- Sudah ada IPLT di Kota Kupang 

namun belum dapat dimanfaatkan 

maksimal. 

 
Direktorat Perkim, Dita: 
- Apakah status sudah diserah terima 

ke Pemda atau masih asset PUPR? 

Jika masih di Kementerian PUPUR 

maka bisa dioptimalisasi, namun 

belum tahu apakah akan ada 

program tersebut di Tahun 2025 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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BPPW, NTT, Lily: 
- IPL dibangun pada Tahun 2009 dan 

beberapa tahun kemudian tidak 

berfungsi karena bersebelahan 

dengan TPA yang tertutup sampah. 

 
BPPW NTT, Lily: 
- Terkait TPA dan IPLT sudah serah 

terima ke Pemerintah Kota 

- Di Tahun 2020 dibuat DED yang 

baru dan telah didanai oleh APBN 

- Di kota Kupang, TPA sangat 

memperhatikan 

- Kemarin ada surat dari PJ Walikota 

tentang kondisi TPA dan sangat 

butuh TPA dan IPLT yang lokasinya 

menjadi satu, sehingga sertifikat 

juga satu 

- Untuk Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup 

(UKL-UPL) sudah, SK Penetapan 

lokasi juga sudah 

- TPA dan IPLT merupakan satu paket 

- Usulan ini bukan di lokasi lama, tapi 

lokasi bersebelahan jadi seperti 

lokasi baru. 

- Jika suda jadi aset Pemda maka 

perlu konfirmasi juga dan akan 

menjadi wewenang daerah. 

- Apakah sudah disampaikan ke 

direktorat sanitasi dan apakah di 

Konreg sudah dibahas? 

 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

12 Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelabuhan 

Perikanan 

 

Kode: 10 

1 0 Unit Kab. Flores Timur 
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

Ditolak 

Dialihkan ke 

skema DAK Tahun 

2025, namun 

masih menunggu 

penetapan arah 

kebijakan dan 

tematik 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara 

Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pengelolaan 

Perikanan dan Kelautan 

Pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan 

Prasarana Bidang 

Kemaritiman, Kelautan, dan 

Perikanan 

005 - Pelabuhan Perikanan 

yang ditingkatkan 

prasarananya untuk 

mendukung Penangkapan 

Ikan Terukur 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Kepmen KP 109 tahun 2021 tentang 

RIPPN ada tiga di Flotim, PPI 

amagarapati dan 2 calon pelabuhan 

yaitu adonara (amakole jaya) yang 

mana saat ini diusulkan dan solor 

(rita ebeng) 

- Kabupaten Flores Timur adalah 

ujungnya pulau flores dan ada 

pulau solor serta adonar 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP): 
- Melihat dari hasil Rakortek 

kemarin, ada usulan pembangunan 

pelabuhan di flores timur 

- Setelah diperdalam, status 

sementara ini untuk 

pengembangan pelabuhan harus 

masuk juga ke dalam Rencana 

DIrektorat Kelautan dan Perikanan 
(KP), Lelly: 
- Usulan PPI amkole jaya apakah 

sama dengan PP adonara? Karena 

di RIPPn tertulisnya PPI Adonara 

yang berada di Kecamatan 

Adonara 

- Jika Sama maka secara 

persyaratan dapat menjadi usulan 

di DAK, karena secara 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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- Secara RIPPN sudah ada dan bisa 

dilihat 

- Ada permasalahan dimana pulau 

adonara terdapat 22 desa nelayan 

yang memiliki potensi 

- Pernah ada bencana banjir bandang 

di Adonara dan presiden pernah ke 

sana 

- Pengembangan di sana harus 

terkonsentrasi di perikanan, maka 

kita harap pembangunan ini 

menjawab perikanan tadi untuk 

ekonomi masyarakat. 

- Kami mohon dapat dibantu dalam 

kondisi yang ada saat ini, kemudian 

PPI ini merupakan kewenangan 

Provinsi dan penyerahan lahan oleh 

masyarakat sertifikat lahan sedang 

berproses. 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT Alfons: 
- Kita sepakat untuk merubah 

nomenklaturnya dari PPI Amakole 

jaya menjadi PPI Adonara sesuai 

dengan yang tercantum dalam 

RIPN. 

Induk Pelabuhan Perikanan 

Nasional (RIPPN) 

- Sedangkan adna kebijakan atau 

implementasi PP terkait 

penangkapan ikan terukur. 

- Untuk pembangunan pelabuhan di 

2025 ada skala prioritas yang 

masuk dalam pelabuhan pangkalan 

program pasca produksi yang akan 

diterapkan. 

- Terkait PPI ini statusnya ditolak 

karena 2 persyaratan tersebut. 

Kami usulkan untuk difokuskan PPI 

yang ada. 

- Jika berencana untuk mengusulkan 

bisa direview dan disampaikan ke 

kami (bidang terkait) 

 
KKP, Anto: 
- Kami merujuk pada RIPPN, adanya 

PPI Adonara 

- kalau dari kami, sepanjang masuk 

RIPPN, keterbatasan untuk 

pembangunan dan fokus untuk 

pelaksanaan penangkapan ikan 

terukur maka kami sepakat dengan 

rekomendai Ibu Lelly untuk 

pengaokasiannya di DAK 

- Catatan lainnya: supaya tidak 

dapat diubah nomenklatur PPI 

kewenangan pelabuhan provinsi 

adalah daerah. 

- Kami Masih menunggu penetapan 

arah kebijakan dan tematik untuk 

DAK perikanan tahun 2025 
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Amakole Jaya menjadi PPI Adonara 

saja. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

13 Pembangunan 

Bandar Udara 

Bangngu Loni 

 

Kode (19) 

 

 
 

1 0 unit Kab. Sabu Raijua Kementerian Perhubungan 

Ditolak 

Dengan catatan 

harus dibahas di 

TM nanti, 

kemudian Pemda 

dan Kemenhub 

harus Bersama 

berupaya 

menyelesaikan FS 

dan kesiapan 

lainnya 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Infrastruktur Konektivitas 

Transportasi Udara 

Prasarana Bidang 

Konektivitas Udara 
001 - Bandar Udara Baru 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Sejalan dengan yang disampaikan 

catatan penting untuk kesiapan 

daerah memang ada yang harus 

dikoordinasikan kuat dengan 

Kemenhub dan ada juga catatan FS 

yang telah dilakukan 

-  Direktorat Transportasi, Akmal: 
- Kita sudah mengundang Bappeda 

dan Dishub ke Jakarta membahas 

usulan bendahara baru, karen 

kepentingan RPJMN yang selesai 

tahun ini dan bandara apa saja yang 

didorong 5 tahun ke depan. 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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- 2 tahun yang lalu ini kita terus 

membicarakan tentang bandara di 

Sabu ini 

- Catatan perubahan ada sedikit 

tambahan yang harus 

disempurnakan FS nya, kami 

koordinasi dengan Bappeda Sabu 

Raijua 

- Lahan yang pasti pemda Sabu Raijua 

ini tetap mempersiapkan dengan 

baik karena kebutuhan yang vital 

- Sabu terbagi menjadi 2 pulau yaitu 

pulau sabu dan pulau raijua 

- Ada pertemuan 18 Maret antara 

dinas terkait dengan Kemenhub 

supaya ada revisi Master plan dan 

disetujui untuk perbaikan revisinya 

 
Bappeda Kabupaten Sabu Raijua: 
- Lahan tidak ada masalah, telah 

dihibahkan oleh masyarakat 

- Kami berkomitmen dengan 

pembiayaan dan tentunya telah 

didiskusikan dengan Kemenhub 

bahwa pembiayaan AMDAL dapat 

didorong dari APBD 2. 

- final belum ada dari pemerintah 

yang baru apakah akan mendukung 

- Sabua Raijua infonya hanya bisa 

diakses laut dan udara dan 

tergantung cuaca, sehingga 

diusulkan adanya dukungan 

konektivitas udara 

- Berdasarkan rapat kami terdapat 

beberapa RC yang perlu dituntaskan 

sebelum membicarakan kesiapan 

anggaran 

- Pemda perlu menyelesaikan AMDAL 

dan RTT, kemudian FS yang apakah 

perlu direview atau tidak 

- Lahan sudah dibebaskan sebagian 

dan sertifikasi masih menunggu 

- Berdasarkan hal tersebut, usulan 

ditolak dengan catatan harus 

dibahas di TM nanti, pemda dan 

kemenhub harus Bersama 

menyelesaikan RC di Tahun ini.  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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14 Pembanguan 

Bendungan Wae 

Bobo 

 

Kode: 11 

1 0 Unit 
Kab. Manggarai 

Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perubahan 

Rakyat 

Ditolak 

- Perlu diperbaiki 

FS dan 

nomenklatur 

disesuaikan. 

- Perlu 

disampaikan ke 

Kementerian 

PUPR untuk 

memperoleh 

review FS untuk 

dapat ke tahap 

selanjutnya 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan 

Sumber Daya Air 

Pengembangan Jaringan Air 

Tanah dan Air Baku 

Prasarana Bidang SDA dan 

Irigasi 

007 - Prasarana irigasi air 

tanah atau irigasi lainnya 

yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Bendungan Wae Bobo di Manggarai 

Barat 

- Tahun 2024 seluruh pembangunan 

percepatan DPP Labuan Bajo yang 

kegiatannya adalah reguler. 

- Dalam ITMP sudah menjelaskan 

bahwa akan menjadi sentral 

ekonomi tinggi di daratan flores 

- Air dibutuhkan di labuan bajo, 

sehingga kami lakukan koordinasi di 

GII manggarai barat yang didorong 

untuk dapat pembangunan SPAM 

dan sanitasi. 

 Direktorat Sumber Daya Air (SDA), 
Faris: 
- FS sudah kami terima dan coba 

review 

- Urgensinya adalah mendukung 

pariwisata, namun kami periksa FS 

nya adalah tujuannya untuk sektor 

pertanian dan irigasi 

- Kemudian di FS disebutkan 

sistemnya adalah cascade 1, 2, 3. 

- Ini adalah bending bukan 

bendungan 

- Sistemnya berupa tampungan atau 

cascade kemudian terkait biaya 17 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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- Pembangunan bendungan ini sudah 

ada FS, laporan Akhir DED, Peta, dll 

- Dapat dijadikan catatan awal bahwa 

kebutuhan ini bisa jadi isu penting 

pengembangan sektor air di 

Manggarai Barat. 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Nomenklatur yang benar adalah 

bending 

- Posisi labuan bajo selaku DPP, 

adalah: 

a. banyak sektor dari kemajuan DPP 

masih impor dari Jawa timur dan 

NTB untuk menunjang pariwisata 

sehingga air dapat menolong 

percepataan pertanian di sana. 

b. Bendung yang ada sudah cukup 

menopang untuk jadi sumber air 

minum dan seterusnya. Melalui 

koordinasi kami untuk mendorong 

air minum dengan konsep GII 

kami harapkan DPP Labuan Bajo 

dapat mandiri nanti 

c. kami meminta Bendung ini untuk 

dilaksanakan oleh balai. Konsep 

bendung sebesar 17 Miliar ini 

dilihat lagi RC yang bisa 

ditindaklanjuti. 

 

Miliar terlalu kecil, mengingat biaya 

bendungan biasanya sebesar 1,3 

triliun 

- Perlu klarifikasi untuk FS. 

 
Direktorat SDA, Faris: 
- Saran kami harus diubah 

nomenklatur bukan bendungan tapi 

bendung karena dua hal yang 

berbeda 

- Terkait latar belakang yang 

mendukung ITMP tidak usah, kalau 

pertanian saja ya cukup pertanian 

saja. 

- Di FS disebutkan bahwa dibutuhkan 

3 bendung jadi sistemnya cascade, 

ada bendung 1, 2, 3 baru dialiri ke 

sawah. 

- Apakah dari pemda yakin nanti 

sistemnya akan cascade? Kenapa 

tidak satu bending saja? 

- Cascade konsekuensinya OP nya 

akan berpengaruh dan jadi Multi 

Years Contract (MRC) 

- 17 – 18 Milyar tersebut include 3 

bendung atau seperti apa? Saran 

saya perlu direview sebelum 

dilanjutkan ke DED karena belum 

ada 
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Bappeda, Kabupaten Manggarai 
Barat, Peter: 
- Usulan Bendung Wae Bobo 

direncanakan untuk dapat mengaliri 

persawahan di Boleng terutama 

persawahan terang (2500 ha). 

- Persawahan ada 35.000 ha dan 

kecamatan bolang hampir 11% dari 

total luasan sawah di Manggarai 

Barat. 

- Sementara di lengbor yang jadi 

pusat produksi yakni sebanyak 12% 

- Irigasi saat ini berupa tadah hujan, 

sehingga masih bergantung ke 

musim tanam dan berdampak ke 

produktivitas. 

- Ketersediaan air yang cukup 

melimpah sekitar 6 Km dari 

persawahan terang 

- Dokumen RC yang kami sampaikan 

berupa FS 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT, ALfons: 
- FS yang ada saat ini apabila masih 

kurang maka akan diperbaiki 

- Kami menyiapkan FS ini untuk 

mengusulkan, ujungnya pasti akan 

ada DED. 

- Apabila FS ada catatan maka akan 

kami perbaiki 

- Lebih baik di-rever dahulu dan nanti 

mengulang. 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
- Nomenklatur ini akan diperbaiki 

menjadi Bendung, catatan tadi akan 

kami konfirmasi dengan kabupaten 

sehingga dapat diperbaiki 

- Kami di NTT ada indikator makro 

dengan pembangunan infrastrukur 

yang banyak dan masih belum 

terlihat sebagai upaya penyelesaian 

indikator makro. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

15 Pembangunan 

Tempat 

Pengelolaan 

Sampah Terpadu 

(TPST) Skala 

Perkotaan 

Ncolang 

Kabupaten 

Manggarai 

 

Kode: 14 

1 0 Paket Kab. Manggarai 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 
Ditolak 

- Perlu 

penyesuaian FS 

dan RC lainnya 

menjadi TPST 

- Perlu 

dikoordinasikan 

lebih lanjut 

dengan 

Kementerian 

PUPR bidang 

persampahan 

dan Direktorat 

SDA Bappenas. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Perukiman 

Penyelenggaraan Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

008 - Sistem Pengelolaan 

Persampahan Skala 

Kawasan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Perlu penyesuaian RC untuk 

nomenklatur menjadi TPST 

- Jika ada RC yang baru akan 

membuat kami kesulitan secara 

fiskal 

 Direktorat Perkim, Bappenas: 
- Kabupaten Manggarai tidak 

terdaftar dalam Konreg 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

16 Pembangunan 

Tempat 

Pengelolaan 

Sampah Terpadu 

(TPST) Skala 

Perkotaan Keneb 

Kabupaten TTU 

 

Kode: 2 

 

1 0 Paket 
Kab. Timor Tengah 

Utara 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 
Ditolak 

- Perlu 

penyesuaian FS 

dan RC lainnya 

menjadi TPST 

- Perlu 

dikoordinasikan 

lebih lanjut 

dengan 

Kementerian 

PUPR bidang 

persampahan 

dan Direktorat 

SDA Bappenas. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Perukiman 

Penyelenggaraan Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

008 - Sistem Pengelolaan 

Persampahan Skala 

Kawasan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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Bappelitabangda, Provinsi NTT, 
Alfons: 
- TPA Kab. Keneb sudah ada sejak 

Tahun 2019 dan sudah disuapkan 

DED nya 

- Setelah dipresentasikan belum 

memenuhi amanah dari 

Kementerian PUPR, sehingga di 

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten 

mereview DED dan membuat 

Master Plan persampahan. 

- Untuk RC semua sudah dipenuhi 

termasuk kesiapan lahan dan 

termasuk dibangun pagar di Tahun 

2022. Termasuk Gapura masuk 

lokasi TPA dan akses masuk lokasi 

TPA melalui APBD 2022. 

- Memang diakomodir dalam Konreg, 

namun perlu penyesuaian 

nomenklatur dari TPA menjadi TPST 

(perlu direview lagi) 

- Pada dasarnya pemerintah 

Kabupaten sudah siap untuk semua 

RC 

- Perlu dipertimbangkan apakah 

usulan ini bisa direalisasikan untuk 

pembangunan TPA nanti 

 
Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten 
Timor Tengah Utara: 

Kementerian PUPR, BPIW, Annisa: 
- Kabupaten Keneb masuk dalam 

pembahasan Konreg, namun RC 

perlu di-review kembali serta 

penyesuaian dari TPA menjadi 

TPST. Target sampai Juni 2024 

- Kewenangan pembangunan ada di 

Kementerian PUPR 

Direktorat Perkim, Bappenas: 
- Kabupaten Keneb ada dalam alokasi 

Konreg 
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- Koordinasi sudah dilakukan dari 

Tahun 2017 dan berproses di tahun 

2018 seperti yang sudah 

disampaikan 

- Tahun 2021 sesuai dengan saran 

bahwa DED dan MP sudah direvisi 

- Kami juga sudah bangun pagar dan 

gapura sampai Tahun 2022 

- Perbaikan ini akan menjadi ketiga 

kalinya 

- Lokasi sudah selesai dan sudah 

disiapkan 

 
Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Perlu diperhatikan terkait 

Pendanaan Karena akan Double dan 

jadi temuan 

 
BPPW, Ntt, Liliy: 
- TPA Keneb sudah lengkap untuk RC 

100% sejak Tahun 2022 

- Kabupaten TTU masuk ke dalam 

KSN perbatasan, dimana ada 2 

PLBN. Lokasi termasuk PKSN ini 

dapat menjadi pertimbangan juga. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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17 Pembangunan 

Pembinaan 

Pusat Olah Raga 

Kabupaten 

Manggarai Timur 

 

Kode: 20 

 

 
 

 

1 0 unit 
Kab. Manggarai 

Timur 

Kementerian Pemuda dan 

Olahraga 

Ditolak 

Karena tidak ada 

menu DAK 

olahraga serta 

keterbatasan 

fiskal Kemenpora 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi sosial 
04 - Daya Saing Sumber Daya 

Meningkat 
01 - Kesehatan untuk semua 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Keolahragaan 
Pengelolaan Pembinaan 

Sentra Olahraga Prestasi 

Fasilitasi dan Pembinaan 

Masyarakat 

002 - Peserta Sentra 

Keolahragaan yang 

Memperoleh Fasilitas 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Kami melihat posisi aceh dan 

Sumatera Utara yang September 

nanti diselenggarakan PON 

- Kami melihat tahapan untuk 

melakukan kegiatan persiapan 

banyak sekali dinamika terutama 

fiskal APBD 1 yang terkoneksi 

dengan tahapan yang harus dilihat 

bagaimana kesiapan ini tidak hanya 

2 – 3 tahun menjelang kegiatan 

- PON yang sudah dilakukan 

sebelumnya seperti di Surabaya 

 Direktorat KPAPO, Arfan: 
- Terdapat dua usulan yakni di 

Manggarai Timur dan di Atambua 

- Mempertimbangkan keterbatasan 

fiskal, maka tidak diakomodir 

- Mekanisme DAK sesuai sosialisasi 

tidak terdapat menu baru Olahraga 

di 2025 

- Dalam memastikan data dukung 

untuk penyelenggaraan PON NTT 

dan NTB maka perlu ada hal yang 

diperhatikan 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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sudah kuat sarana dan prasarana 

serta aman sampai sekarang 

- Tahun 2004 Sumsel yang 

pemeliharaannya tidak optimal dan 

pembangunan menjelang PON 

terbengkalai dan tak terawat 

dengan dana Pemda 

- Tahun 2008 di Samarinda dan Riau 

juga terjadi sama 

- Jika terbuka sekarang kegiatan 

persiapan dari DAK akan kami 

lakukan 

- RC belum siap, namun kami harap 

catatan ini dapat menjadi catatan 

penting kedepannya. 

- Fiskal kami berbeda dengan Provinsi 

Aceh.  

- SK sebagai tuan rumah dari 

Kemenpora perlu diproses sebagai 

dasar hukum 

- Reminder yang sebelumnya ini jadi 

kendala dan diharapkan SK dapat 

diproses agar pembangunan terjadi 

- Pembagian cabang Olahraga antara 

NTT dan NTB ini mungkin sudah ada 

kesepakatan, namun melihat dari 

PON sebelumnya bahwa 

kesepakatan ini berubah terus 

- Perlu dipastikan pembagian cabor 

yang akan menentukan venue yang 

akan dibangun 

- Diharapkan rencana induk disahkan 

panitia besar PON oleh kedua 

Provinsi 

- Perlu diperhatikan RC dari usulan. 

- Sejauh ini belum bisa diakomodir 

dari alokasi dana dan menu DAK 

belum tersedia. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

18 Pembangunan 

Gedung Olah 

Raga (GOR) 

2889 0 𝑚2 Kab. Belu 
Kementerian Pemuda dan 

Olahraga 
Ditolak 

Karena tidak ada 

menu DAK 

olahraga serta 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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Haliwen-

Atambua 

 

Kode: 25 

01 - Transformasi sosial 
04 - Daya Saing Sumber Daya 

Meningkat 
01 - Kesehatan untuk semua 

keterbatasan 

fiskal Kemenpora 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Keolahragaan 
Pengelolaan Pembinaan 

Sentra Olahraga Prestasi 

Fasilitasi dan Pembinaan 

Masyarakat 

002 - Peserta Sentra 

Keolahragaan yang 

Memperoleh Fasilitas 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons: 
- Kami melihat posisi aceh dan 

Sumatera Utara yang September 

nanti diselenggarakan PON 

- Kami melihat tahapan untuk 

melakukan kegiatan persiapan 

banyak sekali dinamika terutama 

fiskal APBD 1 yang terkoneksi 

dengan tahapan yang harus dilihat 

bagaimana kesiapan ini tidak hanya 

2 – 3 tahun menjelang kegiatan 

- PON yang sudah dilakukan 

sebelumnya seperti di Surabaya 

sudah kuat sarana dan prasarana 

serta aman sampai sekarang 

- Tahun 2004 Sumsel yang 

pemeliharaannya tidak optimal dan 

pembangunan menjelang PON 

 Direktorat KPAPO, Arfan: 
- Terdapat dua usulan yakni di 

Manggarai Timur dan di Atambua 

- Mempertimbangkan keterbatasan 

fiskal, maka tidak diakomodir 

- Mekanisme DAK sesuai sosialisasi 

tidak terdapat menu baru Olahraga 

di 2025 

- Dalam memastikan data dukung 

untuk penyelenggaraan PON NTT 

dan NTB maka perlu ada hal yang 

diperhatikan 

- SK sebagai tuan rumah dari 

Kemenpora perlu diproses sebagai 

dasar hukum 

- Reminder yang sebelumnya ini jadi 

kendala dan diharapkan SK dapat 

diproses agar pembangunan terjadi 

https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
https://regii.dit.krisna.systems/selaras/2025/selaras-v2-usulan
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terbengkalai dan tak terawat 

dengan dana Pemda 

- Tahun 2008 di Samarinda dan Riau 

juga terjadi sama 

- Jika terbuka sekarang kegiatan 

persiapan dari DAK akan kami 

lakukan 

- RC belum siap, namun kami harap 

catatan ini dapat menjadi catatan 

penting ke depannya. 

Fiskal kami berbeda dengan Provinsi 
Aceh.  

- Pembagian cabang Olahraga antara 

NTT dan NTB ini mungkin sudah ada 

kesepakatan, namun melihat dari 

PON sebelumnya bahwa 

kesepakatan ini berubah terus 

- Perlu dipastikan pembagian cabor 

yang akan menentukan venue yang 

akan dibangun 

- Diharapkan rencana induk disahkan 

panitia besar PON oleh kedua 

Provinsi 

- Perlu diperhatikan RC dari usulan. 

- Sejauh ini belum bisa diakomodir 

dari alokasi dana dan menu DAK 

belum tersedia. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

19 Jaminan 

Kesehatan 

 

Kode: 22 

22 22 
Kabupaten/ 

Kota 

Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 
Kementerian Kesehatan 

Diakomodir 

Dengan catatan 

yaitu penyesuaian 

data DTKS dan 

Validasi data. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 
01 - Kesehatan untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pelayanan 

Kesehatan dan JKN 

Penguatan Pelayanan 

Kesehatan di Provinsi 

Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah 

140 - Dukungan 

peningkatan Mutu, 

Akreditasi, Keselamatan 
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pasien di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

(Dekonsentrasi) (LR) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbnagda, NTT, Alfons: 
- Data yang tersedia, mengacu pada 

DTKS 

- Sata ini sudah mengacu pada data 

Regsosek 

 
Bappelitbangda, NTT, Alfons: 
- DTKS ini sudah muncul regsosek 

yang sudah dilakukan dan akan 

diberikan ke Pemda, sehingga pasti 

akan ada rujukan baru apakah pakai 

regsosek atau DTKS atau gabungan 

keduanya 

- Skema kita ini harus secara Bersama 

seluruh target pusat ke daerah 

terutama pengurangan kemiskinan 

- Kami mencoba beberapa hal yang 

diperhatikan terutama fiskan 

daerah tadi. 

 
 

Kementerian Kesehatan, Dona: 
- Usulan Permintaan penambahan 

Kuota 

 
Kementerian Kesehatan, Dona: 
- Sesuai dengan PP 101 Tahun 2012 

sudah ada pembagian peran antara 

Kemensos, Kemenkes, BPJS, 

Kemendagri, dan terkait 

pembayaran PBI 

- PBI ini merupakan tugas Kemenkes, 

namun sumber data dari berapa 

orang ini bukan dari Kemenkes 

- Jika ada perubahan Kuota PBI dari 

daerah, maka berasal dari 

Kemensos 

- Jika ingin memperbaiki data PBI, 

maka Kemenkes sifatnya menerima 

data dan dikalikan dengan jumlah 

yang keluar besaran rupiah 

- Namun untuk kuota dan listingnya 

adalah bukan di Kemenkes 

Direktorat KGM: 
- Ketika Rakortek masih perlu dibahas 

lebih lanjut, namun dari KGM 

direkomendasikan dengan catatan 

validasi data DTKS 

- Hal ini termasuk translasi dari 

program cepat pemerintah 

berikutnya, kami harap tetap 

diadakan untuk menunjang sektor 

kesehatan 

- Perlu diperhatikan juga JKN tidak 

hanya dari APBN tapi dari APBD 

- Kami merekomendasikan dengan 

catatn yang tadi disampaikan 

- Target penerima PBI JKN secara 

nominal akan turun 96,8 juta 

penduduk miskin yang dianggarkan 

akan turun tapi angkanya akan 

disampaikan lagi oke KJS dan PKOM 

karena sedang exercise 
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- Idenya adalah memperbaiki data 

dulu, jadi sebaiknya adalah dari 

Kemensos 

- Dari kami pembayaran akan 

berdasarkan dari data Kemensos 

- Jika tidak ada update data dari 

Kemensos, maka kami akan 

keluarkan dana sesuai eksisting 

- Secara teknis kami tidak tahu 

updating datanya, kami tidak tahu 

cut off point data updating yang 

disampaikan Ke Kemenkes 

- Pembayaran biasanya triwulan, jadi 

kami tidak bisa memberikan 

keterangan diterima atau tidak 

karena datanya sendiri belum 

update atau belum valid 

berdasarkan apa yang 

disampaikan. 

 
Kementerian Sosial, Ana: 
- Data yang kami pakai adalah dari 

DTKS, jadi data ini yang update 

adalah dari daerah. 

- Setiap kabupaten Kota melakukan 

updating sesuai kuota dari 

Kemenkes dan kami hanya 

memberikan data tersebut. 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

20 Pemberian 

Makan Gratis 

 

Kode: 7 

37.000 0 Orang 
Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 
Kementerian Sosial 

Ditolak 

Karena belum ada 

kejelasan program 

untuk di Tahun 

2025 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 

dan Menurunnya Ketimpangan 
01 - Kesehatan untuk semua 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perlindungan 

Sosial 

Penyelenggaraan Bantuan 

Sosial Program Keluarga 

Harapan 

Bantuan Keluarga 

201 - Keluarga Yang 

Mendapat Bantuan Sosial 

Bersyarat 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda, Provinsi NTT, Alfons:  
- NTT melihat skema ini dari data 

regsosek, jadi pintu masuk 

penyelesaian kemiskinan di sana. 

- Terkait skema lansia dll kami 

serahkan ke pemerintah pusat. 

 

-  Dit. PKPM:  
- Belum fix di 2025 karena masih 

terus bergerak, belum ada 

keputusan di pusat.  

- Bantuan makanan untuk lansia 

sebatang kara dan disabilitas itu ada 

dan volume nya mungkin bisa 

dijelaskan kemensos.  

- Data regsosek bisa dilakukan update 

DTKS menggunakan regsosek BNBA 

nya sampai tingkat dusun yang bisa 

jadi acuan musyawarah lainnya. 
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No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

21 Pembangunan 

jaringan 

perpipaan di 

Kelurahan Tarus 

Kecamatan 

Kupang Tengah 

untuk 

menunjang 

pengembangan 

perkotaan tarus 

 

Kode: 23 

100 0 SR Kab. Kupang 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak 

Karena kesiapan 

RC belum 

sepenuhnya 

terpenuhi 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 

Ekologi 

01 - Pendapatan Per Kapita Setara 

Negara Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Air 

Minum Yang Layak 

Prasarana Bidang 

Perumahan dan 

Permukiman 

001 - Pembangunan SPAM 

Kabupaten/Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

- Ada Bendungan Ragnamo.  

- Ada dukungan GII  

 
BPPW NTT, Lily:  
- Kab. Kupang memiliki usulan ke 

inpres, namun informasi terakhir 

adalah belum masuk semua untuk 

tarus sambungan rumah, sehingga 

untuk kesiapan RC nya memang 

belum begitu lengkap, belum ada 

-  -  
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NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
jastek, informasi lahan, dan izin 

pemanfaatan air baku. 

 

 

3. REKAPITULASI 

 

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Direkomendasikan 6 

Tidak Direkomendasikan 15 

Tidak Terbahas - 

 


